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ABSTRACT 
This study aims to determine the implementation of government policies on the discipline of the state 
civil apparatus at the Village Office in Baranti District, Sidenreng Rappang Regency. The sampling 
technique used was saturated sampling technique with a total sample of 23 people. Data collection 
techniques using observation, interviews, questionnaires, and literature study. Quantitative data analysis 
techniques used are frequency tabulation analysis and simple regression analysis with the help of SPSS 
20.0 for windows program and Likert Scale. Based on the results of the questionnaire, it was obtained a 
recapitulation of the variables of government policy implementation, measured through indicators of the 
right policy, right implementer, right target, right environment, and right process, 41% included in the 
"good enough" category. The recapitulation of the discipline variable of the state civil apparatus is 
measured by indicators of time discipline, regulatory discipline, and responsibility discipline, 33% of which 
are included in the "less good" category. Based on the results of the processed simple regression analysis 
using SPSS 20.0 for windows, with the Summary Model obtained a value of 41% in the "good enough" 
category. 
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Latar Belakang 
Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN), 

dalam melaksanakan tugas dan 
tanggungjawab yang dijalankan harus 
mengetahui dan memahami norma-norma 
hukum dan kode etik serta tata tertib 
sebagai Aparatur Sipil Negara termasuk 
peraturan disiplin PNS yang berlaku. 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
Tentang Aparatur Sipil Negara khususnya 
pada Bab VIII Manajemen PNS Bagian 
Ketiga Paragraf 11 Pasal 86 ayat 1 yang 
menyatakan “Untuk menjamin 
terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran 
pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi 
disiplin PNS”. Ayat 2 yang menyatakan 
“Instansi Pemerintah wajib melaksanakan 
penegakan disiplin terhadap PNS serta 
melaksanakan berbagai upaya peningkatan 
disiplin”. Maksud dari Disiplin PNS di 

jelaskan dengan rinci pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya 
pasal 3 ayat 11 yang menyatakan “Setiap 
Pegawai Negeri Sipil wajib masuk kerja dan 
menaati ketentuan jam kerja”. Menurut 
Penjelasan pasal 3 ayat 11 tersebut bahwa 
yang dimaksud dengan kewajiban untuk 
“Masuk kerja dan menaati ketentuan jam 
kerja” adalah setiap Pegawai Negeri Sipil 
wajib datang, melaksanakan tugas, dan 
pulang sesuai ketentuan jam kerja serta 
tidak berada di tempat umum yang bukan 
karena urusan kedinasan. Apabila 
berhalangan hadir wajib memberitahukan 
kepada pejabat yang berwenang. 
Keterlambatan masuk kerja dan/atau 
pulang cepat dihitung secara kumulatif dan 
dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama 
dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja. 
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Seperti yang tertera dalam Surat Edaran 
Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 
061/091/Org yang tertulis bahwa 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 
53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil dan hasil rapat koordinasi para 
kepala SKPD dengan Bupati Sidenreng 
Rappang yang antara lain mengamanatkan 
untuk meningkatkan kembali disiplin kerja 
PNS terutama pelaksanaan apel pagi dan 
apel pulang bagi pegawai lingkup SKPD se 
Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk hal 
tersebut, ditegaskan kembali sebagai 
berikut:  
1) Jumlah jam kerja efektif dalam 

seminggu adalah 37,5 jam  (tiga puluh 
tujuh jam tiga puluh menit). 

2) Jam kerja untuk hari senin s/d kamis 
adalah  pukul 08.00 wita – 16.30 wita, 
dan hari jum’at pukul 08.00 – 17.00 
wita. 

3) Apel pagi dilaksanakan 15 (lima belas) 
menit sebelum jam kerja dimulai dan 
apel pulang dilaksanakan 15 (lima 
belas) menit sebelum jam kerja 
berakhir. 

4) Pelaksanaan apel pagi untuk hari senin 
s/d kamis, dimulai pada pukul 07.45 
wita dan apel pulang pada pukul 16.15 
wita dan hari jum’at apel pagi dimulai 
pada pukul 07.45 dan apel pulang pada 
pukul 16.45 wita. 

5) Kepada seluruh ASN / PNS, baik 
pejabat Eselon II, III, IV dan staf untuk 
mengikuti Apel Pagi dan Apel Pulang 
setiap hari kerja serta upacara pada 
setiap hari senin sesuai dengan 
ketentuan dalam peraturan bupati 
sidenreng rappang nomor 16 tahun 
2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur 
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sidenreng Rappang 

 
Efektivitas pelaksanaan kebijakan 

merupakan pengukuran terhadap 
tercapainya tujuan kebijakan yang telah 
dirumuskan sebelumnya. Efektivitas 
implementasi kebijakan berkaitan dengan 
sejauh mana implementasi yang dilakukan 

mencapai tujuan kebijakan yang 
diharapkan. Keberhasilan implementasi 
kebijakan akan ditentukan oleh banyak 
variabel atau faktor, dan masing-masing 
variabel tersebut saling berhubungan satu 
sama lain (Mustanir, S, Adri, Nurnawati, & 
Goso, 2020) (Jamal, Mustanir, & Latif, 
2020). Untuk memperkaya pemahaman kita 
tentang berbagai variabel yang terlibat 
didalam implementasi, maka dari itu ada 
pembatasan dalam penelitian ini maka 
peneliti memilih pendekatan yang 
dikemukakan oleh Riant Nugroho (2012: 
707-710) yang mengemukakan bahwa 
terdapat 5 (lima) “tepat” yang perlu 
dipenuhi dalam hal keefektifan 
implementasi kebijakan. Yakni: Tepat 
kebijakan, Tepat pelaksananya, Tepat 
target, Tepat lingkungan, Tepat proses 
(Mustanir & Yasin, 2018) (Irwan, Latif, 
Sofyan, Mustanir, & Fatimah, 2019). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan 
bahwa disiplin bagi pegawai yang bekerja 
pada pemerintah atau Aparatur Sipil Negara  
diperlukan adanya peraturan tentang 
disiplin yang dijadikan pedoman bagi 
Aparatur sipil Negara (ASN) yang berguna 
mendisiplinkan pegawai. Peraturan disiplin 
dimaksudkan untuk terciptanya tata tertib 
dilingkungan kerja yang diharapkan mampu 
mendorong Aparatur sipil Negara untuk 
berkompetisi dalam meningkatkan kinerja 
sehingga lebih produktif demi tercapainya 
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. 
Senada yang dikatakan oleh salah satu 
Kepala Kelurahan yang ada di Kecamatan 
Baranti mengatakan bahwa ada beberapa 
Aparatur Sipil Negara yang datang meng 
absen kemudian pulang sehingga tugas dan 
kewajibannya tidak terlaksana. Seperti 
halnya keluar dan masuk kerja tidak sesuai 
dengan waktu yang seharusnya masuk jam 
08.00 wita  dan pulang jam 16.30 wita 
namun yang terjadi dilapangan masih 
adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 
setelah absen elektronik di Kantor 
Kecamatan langsung kembali kerumahnya 
atau kepasar terlebih dahulu tidak langsung 
ke Kantor Kelurahan masing-masing untuk 
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menjalankan tugas dan kewajibannya, dan 
juga adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) 
yang meninggalkan atau pulang kantor 
tidak pada waktu jam pulang kantor dan 
setelah tiba jam pulang kantor barulah 

kemudian Aparatur Sipil Negara (ASN) 
tersebut ke Kantor Kecamatan untuk absen 
elektronik pulang. 

 

 
Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada 
penelitian ini adalah jenis penelitian 
Asosiatif kuantitatif. Adapun dasar 
penelitian berdasarkan metode ini adalah 
penelitian survei dengan menggunakan 
kuesioner (angket) sebagai alat penelitian 
atau pengumpulan data di lapangan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 
Aparatur Sipil Negara Kelurahan Baranti 4 
orang, Aparatur Sipil Negara Kelurahan 
Duampanua 4 orang, Aparatur Sipil Negara 
Kelurahan Manisa 6 orang, Aparatur Sipil 
Negara Kelurahan Panreng 4 orang, 
Aparatur Sipil Negara Kelurahan Benteng 5 
orang, dimana 4 orang Lurah yang menjadi 
informan. Teknik penarikan sampel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 
Sampling Jenuh.  

Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
Observasi, Kuisioner dan Studi 
Kepustakaan. Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
Analisis Deskriptif persentase. Analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi sederhana yaitu melihat 
Implementasi Kebijakan Pemerintah 
terhadap Disiplin Aparatur Sipil Negara 
pada Kantor Kelurahan di Kecamatan 
Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang 
dengan menggunakan tabel model 
summary. 

 
Hasil Dan Pembahasan 

Data dan informasi yang diperoleh 
melalui hasil kuesioner dianalisa sebagai 
berikut: 
A. Implementasi Kebijakan Pemerintah (X) 

Indikator variabel Implementasi 
Kebijakan Pemerintah pada Kantor 
Kelurahan di Kecamatan Baranti Kabupaten 
Sidenreng Rappang : 

1) Tepat Kebijakan 
2) Tepat Pelaksana 
3) Tepat Target 
4) Tepat Lingkungan 
5) Tepat Proses 
Hasil analisis penelitian Implementasi 

Kebijakan Pemerintah pada Kantor 
Kelurahan di Kecamatan Baranti Kabupaten 
Sidenreng Rappang secara keseluruhan 
dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 
Tabel 1. Rekapitulasi Indikator 
Implementasi Kebijakan 

No. Indikator 
Nilai Rata-rata 
Persentase (%) 

Kategori 

1. Tepat kebijakan 41% Kurang baik 

2. Tepat pelaksana 37% Kurang baik 

3 Tepat Target 39% Kurang baik 

4. Tepat lingkungan 44% Cukup baik 

5. Tepat proses 42% Cukup baik 

Jumlah 203 203/5= 41 % Kategori Kurang baik 

Sumber : Olahan Data Kuisioner 
 

Tabel 1 menjelaskan tanggapan 
responden mengenai Implementasi 
Kebijakan Pemerintah pada Kantor 
Kelurahan di Kecamatan Baranti Kabupaten 
Sidenreng Rappang. Dari ke lima indikator 
antara lain tepat kebijakan, tepat 
pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, 
tepat proses, diperoleh rata-rata 
persentase sebesar 41% berada pada 
kategori Kurang Baik. 

Untuk memperkuat penilaian 
responden seperti yang diuraikan di atas, 
peneliti melakukan penelusuran data 
melalui wawancara dengan Lurah Baranti 
atas nama Herfan Mappajeppu, S.IP 
mengenai Implementasi Kebijakan 
Pemerintah pada Kantor Kelurahan Baranti, 
pada tanggal 10 Mei 2019 Pukul 10:47 Wita 
beliau mengatakan bahwa: 



Vol.2, No.1 Juli 2021 

68 
Copyright ©2021 JURNAL SOSIAL POLITIKA  
e-ISSN: 2798-2238, p-ISSN: 1410-6604 
 

“pada UU No. 5 tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil 
Negara pasal 86 ayat 2 yang 
berbunyi “Instansi 
pemerintah wajib 
melaksanakan penegakan 
disiplin terhadap PNS serta 
melaksanakan berbagai 
upaya peningkatan disiplin” 
dan kemudian pemerintah 
merbitkan aturan jam kerja 
untuk ASN yang di edarkan 
ke tiap Kecamatan dan 
Kelurahan akan tetapi 
kebijakan tersebut belum 
sepenuhnya diterapkan oleh 
ASN” 
 

Berdasarkan hasil rekapitulasi dan 
wawancara dengan Kepala Kelurahan 
Baranti, maka peneliti menyimpulkan 
bahwa implementasi kebijakan pemerintah 
mengenai jam kerja aparatur sipil negara, 
aparatur sipil negara belum sepenuhnya 
melaksanakan aturan jam kerja. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa 
rekapitulasi dari variabel Implementasi 
Kebijakan Pemerintah sebesar 41% kategori 
“Kurang Baik” yang di ukur melalui indikator 
tepat kebijakan 41%, tepat pelaksana 37%, 
tepat target 39%, tepat lingkungan 44%, 
dan tepat proses 42%. Indikator yang paling 
tinggi implementasi Kebijakannya adalah 
tepat lingkungan 44,% dan indikator yang 
paling rendah adalah tepat pelaksana 37%.  

Jika dibandingkan dengan penelitian 
terdahulu, yang dilaksanakan oleh (Ahmad 
Juliarso, 2016) bahwa Implementasi 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
oleh Camat di Kantor Kecamatan 
Cijeungjing Kabupaten Ciamis kurang 
dilaksanakan, hal ini dikarenakan kurangnya 
koordinasi dengan berbagai pihak dalam 
mengatasi masalah disiplin pegawai 
sehingga masih adanya pegawai yang 
belum dapat menyelesaikan pekerjaan 
sesuai dengan target yang ditentukan, 
kegiatan sosialisasi kepada pegawai belum 

dilaksanakan secara rutin dalam mengatasi 
masalah disiplin pegawai.  

Penelitian yang dilaksanakan oleh 
(Masril Njima, 2016) bahwa Implementasi 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor 
Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten 
Banggai Kepulauan adalah komunikasi 
pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil 
yang dilakukan masih bersifat satu arah, 
yakni berupa pemberian arahan dari 
pimpinan tertinggi (Camat) kepada 
Sekretaris Kecamatan untuk seterusnya 
kepada pimpinan unit kerja. Hal ini 
mengakibatkan komunikasi kurang efektif, 
sehingga pelaksanaan implementasi disiplin 
belum berjalan optimatl serta tidak adanya 
komitment yang kuat untuk melaksanakan 
penerapan  pelaksanaan disiplin secara 
konsisten dan konskuen yang diikuti pula 
dengan ketimpangan antara pemberian 
penghargaan (Rewards) dan hukuman 
(Punishment) kepada pegawai yang 
memiliki prestasi dan pelanggar disiplin 
(Sulaeman, Mustanir, & Muchtar, 2019) 
(Rais, Razak, Mustanir, & Madani, 2021) 
(Saidiman, Lubis, Razak, & Mustanir, 2019).  

Berdasarkan uraian diatas, dapat 
dinyatakan bahwa penelitian ini berbeda 
dengan penelitian (Ahmad Juliarso, 2016) 
karena berdasarkan dari lokasi penelitian, 
teori yang digunakan. Lokasi penelitian 
(Ahmad Juliarso, 2016) di Kantor 
Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, 
dengan menggunakan teori Edward III 
(Widodo,2012) yakni: Komunikasi, Sumber 
Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi (Latif, 
Mustanir, & Irwan, 2019).  

Sedangkan (Masril Njima, 2016) karena 
berdasarkan dari lokasi penelitian, teori 
yang digunakan, teknik pengumpulan data. 
Lokasi penelitian (Masril Njima, 2016) di 
Kantor Kecamatan Totikung Selatan 
Kabupaten Banggai Kepulauan, teori yang 
digunakan adalah George C. Edward III 
Dalam Akib (2010:5) yaknik aspek 
komunikasi, aspek sumber daya, disposisi, 
birokrasi (Mustanir, Sellang, Ali, Madaling, 
& Mutmainna, 2018)(Mustanir & Darmiah, 
2016).  
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B.  Disiplin Aparatur Sipil Negara (Y) 

Indikator variable Disiplin Aparatur Sipil 

Negara pada Kantor Kelurahan di 

Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng 

Rappang adalah : 

1) Disiplin Waktu 
2) Disiplin peraturan 
3) Disiplin tanggung jawab 

 
Hasil analisis penelitian Disiplin 

Aparatur Sipil Negara pada Kantor 
Kelurahan di Kecamatan Baranti Kabupaten 
Sidenreng Rappang secara keseluruhan 
dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 
Tabel 2. Rekapitulasi Disiplin Aparatur Sipil 

Negara 

No. Indikator 
Nilai Rata-rata 
Persentase (%) 

Kategori 

1. Disiplin waktu 27% Kurang baik 

2. Disiplin peraturan 34% Kurang baik 

3. Disiplin tanggung jawab 39% Kurang baik 

Jumlah 100 100/3=33% Kategori kurang baik 

Sumber : Olahan Data Kuisioner 
 

Tabel 2 menjelaskan tanggapan 
responden mengenai Disiplin Aparatur Sipil 
Negara pada Kantor Kelurahan di 
Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng 
Rappang. Dari tiga indikator antara lain 
disiplin waktu, disiplin peraturan, disiplin 
tanggung jawab, diperoleh rata-rata 
persentase sebesar 33% atau berada pada 
kategori kurang baik. 

Untuk memperkuat penilaian 
responden seperti yang diuraikan di atas, 
peneliti melakukan penelusuran data 
melalui wawancara dengan Lurah Baranti 
Herfan Mappajeppu, S.I.P mengenai 
Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara terhadap 
Kebijakan Jam Kerja pada Kantor Kelurahan 
Baranti, tanggal 10 Mei 2019 Pukul 10:47 
Wita beliau mengatakan bahwa: 

“berbicara kedisiplinan 
Aparatur Sipil Negara 
mengenai aturan jam kerja 

pemerintah telah 
mengeluarkan aturan jam 
kerja ASN yaitu 5 hari kerja 
dan dimulai pada pukul 
08.00-16.30 untuk hari senin 
s/d kamis an pukul 08.00-
17.00 untuk hari jumat 
namun masih ada beberapa 
ASN yang masuk kantor tidak 
pada jam yang seharusnya 
atau terlambat dengan 
alasan pribadi” 

 
Adapun hasil wawancara yang peneliti 

lakukan pada Lurah Manisa atas nama Abd. 
Malik Zain, SP.,M.AP mengenai Kedisiplinan 
Aparatur Sipil Negara terhadap Kebijakan 
Jam Kerja pada Kantor Kelurahan Manisa, 
pada tanggal 6 Mei 2019 Pukul 9:30 Wita 
beliau mengatakan bahwa: 

“melihat aturan yang 
dikeluarkan pemerintah 
tentang aturan jam kerja ASN 
masih ada beberapa ASN 
yang datang absen kemudian 
pulang sehingga tugas dan 
kewajibannya tidak 
terlaksana” 

 
Sedangkan hasil wawancara yang 

peneliti lakukan pada Lurah Benteng atas 
nama Hasni Arba Rempang, S.Sos mengenai 
Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara terhadap 
Kebijakan Jam Kerja pada Kantor Kelurahan 
Benteng, pada tanggal 8 Mei 2019 Pukul 
11:15 Wita  beliau mengatakan bahwa: 

“pemerintah mengeluarkan 
aturan jam kerja untuk ASN 
bahwa jam kerja dimulai 
pada pukul 08.00-16.30 
namun aturan tersebut 
belum diterapkan dengan 
baik masih ada beberapa 
ASN yang datang jam 9 atau 
10 dan pulang sebelum jam 
pulang kantor berakhir” 

 
Serta hasil wawancara yang peneliti 

lakukan pada Lurah Duampanua atas nama 
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Muhammad Hardi, SE mengenai 
Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara terhadap 
Kebijakan Jam Kerja pada Kantor Kelurahan 
Duampanua, tanggal 10 Mei 2019 Pukul 
14:00 Wita mengatakan bahwa: 

“aturan untuk jam kerja ASN 
yang telah diedarkan oleh 
pemerintah disetiap 
kelurahan akan tetapi masih 
ada beberapa ASN yang tidak 
menaati aturan tersebut” 

 
Adapun keseluruhan frekuensi dari 

variabel X (Implementasi Kebijakan 
Pemerintah) adalah 234, Untuk mengetahui 
jumlah persentase ideal, maka dapat 
dihitung dengan menggunakan rumus : 
Hasil Ideal = 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑥 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑥 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 

x100  
 = 234 
  5 x 5 x 23 
 = 234 x 100% 
  575 
 = 40,69 =41% 

 
Jadi, nilai dari Implementasi Kebijakan 

Pemerintah pada Kantor Kelurahan di 
Kecamatan Baranti, sebesar 41% dari 100% 
hasil yang diharapkan, tergolong dalam 
kategori “Cukup Baik” 

Adapun keseluruhan frekuensi dari 
variabel Y (Disiplin Aparatur Sipil Negara) 
adalah 115. Untuk mengetahui jumlah 
persentase ideal, maka dapat dihitung 
dengan menggunakan rumus : 

 
Hasil Ideal = 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑥 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑥 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 

x100  
 = 115 
  5 x 3 x 23 
 =115 x 100% 
  345 
 = 33% 

 
Jadi, nilai dari Implementasi Kebijakan 

Pemerintah terhadap Disiplin Aparatur Sipil 

Negara pada Kantor Kelurahan di 
Kecamatan Baranti, sebesar 33% dari 100% 
hasil yang diharapkan, tergolong dalam 
kategori “Kurang Baik”. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa 
rekapitulasi dari variabel Disiplin Aparatur 
Sipil Negara  diperoleh indikator tertinggi 
adalah disiplin tanggung jawab 39% dan 
indikator terendah adalah disiplin waktu 
27% dengan rata-rata kategori “Kurang 
Baik” sehingga dapat dikatakan bahwa 
Aparatur Sipil Negara belum sepenuhnya 
menerapkan kedisiplinan pada Kantor 
Kelurahan di Kecamatan Baranti Kabupaten 
Sidenreng Rappang. Hal ini berbeda dengan 
hasil yang ditemukan oleh (Sofyan, Abdul 
Jabbar A, Sunarti, 2019) di Kantor Desa Bina 
Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng 
Rappang diperoleh indikator tertinggi 
Disiplin Kerja adalah Disiplin Waktu sebesar 
86% dan indikator terendah adalah Disiplin 
Tanggung Jawab sebesar 48%, dengan rata-
rata persentase 73% kategori “Setuju”. Juga 
berbeda dengan hasil yang ditemukan oleh 
(Eva Dila Fitrianingrum) di Kantor 
Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda 
hasil analisis yang diperoleh dari jawaban 
responden pada variabel disiplin kerja 
dengan indikator ketaatan terhadap jam 
kerja, pencapaian sasaran kerja, pelayanan, 
dan ketaatan terhadap peraturan 
kedinasan. Skor rata-rata yang di peroleh 
adalah 111 yang termasuk dalam kategori 
baik, yang berarti bahwa pegawai Kantor 
Kecamatan Samarinda Ulu memiliki tingkat 
disiplin yang tinggi, datang, pulang, dan 
istirahat sesuai dengan ketentuan yang ada, 
tidak melalaikan pekerjaan, tidak menunda 
pelayanan, menyelesaikan tugas tepat 
waktu dan mampu menaati segala aturan 
kedinasan yang telah dibuat dan ditetapkan 
serta mampu melayani masyarakat dengan 
baik dan penuh rasa tanggung jawab 
(Mustanir, 2018)(Sapri, Mustanir, Ibrahim, 
Adnan, & Wirfandi, 2019). 

Berdasarkan uraian diatas, dapat 
dinyatakan bahwa penelitian ini berbeda 
dengan penelitian (Sofyan, Abdul Jabbar A, 
Sunarti, 2019) karena berdasarkan dari 



Vol.2, No.1 Juli 2021 

71 
Copyright ©2021 JURNAL SOSIAL POLITIKA  
e-ISSN: 2798-2238, p-ISSN: 1410-6604 
 

lokasi penelitian. Lokasi penelitian (Sofyan, 
Abdul Jabbar A, Sunarti, 2019) di Kantor 
Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten 
Sidenreng Rappang. Sedangkan (Eva Dila 
Fitrianingrum, 2015) karena berdasarkan 
dari lokasi penelitian, teori yang digunakan, 
dan teknik pengumpulan data. Lokasi 
penelitian (Eva Dila Fitrianingrum, 2015) di 
Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota 
Samarinda, teori yang digunakan adalah 
ketaatan terhadap jam kerja, pencapaian 
sasaran, pelayanan, dan peraturan 
terhadap peraturan kedinasan, teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah 
penelitian kepustakaan dan penelitian 
lapangan. Sedangkan penelitian di lakukan 
pada Kantor Kelurahan di Kecamatan 
Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, 
menggunakan teori untuk mengukur 
kedisiplinan Aparatur Sipil Negara yang di 
ajukan (Robbins, 2005) yang memiliki 
indikator kedisiplinan yaitu: disiplin waktu, 
disiplin peraturan, disiplin tanggung jawab, 
dengan menggunakan teknik pengumpulan 
data adalah observasi, wawancara, 
kuesioner, studi kepustakaan. 
 
Tabel 3. Variables Enter/Removed 

 
 
 
 
 
 
 

Output ini menjelaskan tentang 
variabel yang dimaksud dalam model 
regresi diketahui bahwa variabel 
independen yang dimaksud adalah 
Implementasi Kebijakan Pemerintah dan 
variabel dependennya adalah Disiplin 
Aparatur Sipil Negara (tidak ada variabel 
yang dikeluarkan atau removed). Sedangkan 
metode regresi yang digunakan adalah 
Enter. 
 

Tabel 4. Model Summary X terhadap Y 
 

 

 
 

 
 
Hasil dari tabel model summary di atas 

menjelaskan besarnya nilai (R) yaitu sebesar 
0,410 x 100% = 41% sedangkan sisanya 
100% - 41% = 59%. Hal ini mengandung 
pengertian bahwa pengaruh variabel 
implementasi kebijakan pemerintah 
terhadap variabel disiplin aparatur sipil 
negara adalah sebesar 41% sedangkan 
sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 
lain. 
Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian dan 
pembahasan pada bab terdahulu, maka 
peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut 
: 
1. Berdasarkan dari hasil olah kuesioner 

diperoleh rekapitulasi dari variabel 
implementasi kebijakan pemerintah, 
diukur melalui indikator tepat 
kebijakan, tepat pelaksana, tepat 
target, tepat lingkungan, dan tepat 
proses, sebesar 41% termasuk dalam 
kategori “cukup baik”. 

2. Berdasarkan dari hasil olah kuesioner 
diperoleh rekapitulasi dari variabel 
disiplin aparatur sipil negara diukur 
melalui indikator disiplin waktu, 
disiplin peraturan, disiplin tanggung 
jawab, sebesar 33% termasuk dalam 
kategori “kurang baik”. 

3. Berdasarkan hasil olahan analisis 
regresi sederhana menggunakan SPSS 
20.0 for windows, dengan Model 
Summary diperoleh nilai sebesar 41% 
dengan kategori “cukup baik”.  
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